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Pendahuluan

Latar Belakang: Kebebasan berekspresi merupakan hak
konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang bagi
masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun
penerapan UU ITE masih menimbulkan potensi kriminalisasi
terhadap ekspresi digital.

Kajian Literatur Terdahulu: Penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE masih bersifat
multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi
melalui kritik maupun pendapat yang disampaikan di ruang
digital.
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Pendahuluan

Analisis Gap: Kajian terdahulu umumnya hanya berfokus pada
pasal-pasal tertentu dalam UU ITE dari perspektif HAM, tanpa
mengkaji keterkaitannya dengan KUHP Nasional serta
perkembangan hukum melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-
XXII/2024.

Novelty: Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih
komprehensif dengan mengkaji hubungan antara jaminan
konstitusional kebebasan berekspresi, perubahan UU ITE
pascarevisi, pengaturan dalam KUHP Nasional, serta implikasi
Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan
kebebasan berekspresi di ruang digital.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Rumusan masalah: Dinamika penerapan Undang-Undang ITE
dalam konteks perlindungan dan pelanggaran terhadap
kebebasan berekspresi di Indonesia

Pertanyaan penelitian:

1. Apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
memiliki potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi?

2. Bagaimana keterkaitan antara Undang-Undang ITE dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pembatasan
kebebasan berekspresi?
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Metode
Jenis Penelitian: Yuridis normatif. 

Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Bahan Hukum Primer:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). 

Bahan Hukum Sekunder: Artikel ilmiah dari Google Scholar dengan kata 
kunci “kebijakan UU ITE” dan “hubungan UU ITE dengan KUHP baru”. 

Metode Analisis: Penafsiran sistematis untuk mengkaji hubungan antar norma 
dalam sistem hukum nasional.
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Hasil
• UU ITE masih berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi karena

adanya pasal-pasal yang bersifat multitafsir.

• Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa Pasal 27A UU ITE
hanya berlaku terhadap individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk
membatasi kritik terhadap pejabat atau lembaga negara.

• KUHP Nasional dan UU ITE sama-sama mengatur pembatasan ekspresi,
sehingga diperlukan batas penerapan yang jelas untuk menghindari
kriminalisasi berlebihan.

• Penegakan hukum terhadap ekspresi digital harus mengedepankan prinsip
proporsionalitas, kepastian hukum, dan ultimum remedium guna
melindungi hak konstitusional warga negara.
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Pembahasan
A. Kebebasan Berekspresi di Era Digital 

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam
menyampaikan informasi, opini, dan kritik. Kebebasan berekspresi menjadi hak fundamental yang semakin

penting di era digital, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa pengawasan,
pembatasan, dan potensi kriminalisasi melalui regulasi digital.

1) Jaminan Konstitusional Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai hak
konstitusional warga negara. Perlindungan tersebut diperkuat oleh UU HAM, ICCPR, serta Putusan MK Nomor
105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya berlaku bagi
individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk mempidanakan kritik terhadap pejabat, lembaga negara,

atau kebijakan publik.

2) Potensi Kriminalisasi Ekspresi Digital melalui UU ITE

Beberapa ketentuan UU ITE masih dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan kriminalisasi terhadap ekspresi
digital. Data Amnesty International Indonesia mencatat 710 kasus dan 758 korban sepanjang 2018–Juli 2025.
Kondisi ini memunculkan chilling effect, yaitu kecenderungan masyarakat membatasi kebebasan
berpendapat karena takut diproses terhadap hukum.
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Pembahasan
B. Ragam Ekspresi Digital dalam Kebebasan Berpendapat

Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai bentuk ekspresi yang menjadi
sarana pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di ruang digital. Bentuk-bentuk tersebut
meliputi:

• Ekspresi tertulis (opini, komentar, artikel, unggahan media sosial)
• Ekspresi visual (gambar, foto, meme, infografik)
• Ekspresi audio (podcast, rekaman suara)
• Ekspresi audio-visual (video, vlog, siaran langsung)
• Ekspresi simbolik (emoji, hashtag, foto profil)
• Jurnalisme warga (dokumen peristiwa, laporan warga)
• Ekspresi kreatif dan satir digital (parodi, konten humor, satire politik)

Selama dilakukan untuk kepentingan publik, berbasis fakta, dan tidak melanggar hukum, 
bentuk-bentuk ekspresi tersebut memperoleh perlindungan konstitusional.
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Pembahasan
C. Ekspresi Digital yang Dilarang oleh UU ITE

• UU ITE membatasi ekspresi digital yang melanggar hak orang lain,
mengganggu ketertiban umum, atau menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Bentuk ekspresi yang dilarang meliputi pencemaran nama
baik, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, penipuan digital, konten
asusila, serta ancaman atau provokasi di ruang digital.

• Pembatasan tersebut didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan
ketentuan Pasal 27, Pasal 28, serta Pasal 29 UU ITE. Namun, penerapannya
harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan
ultimum remedium agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik
maupun partisipasi publik yang sah.
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Pembahasan
D. Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam KUHP Nasional

• KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) turut mengatur batasan terhadap
kebebasan berekspresi, khususnya terkait penghinaan, penyerangan
kehormatan Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap pemerintah
atau lembaga negara, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian,
serta unjuk rasa.

• Meskipun bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang
lain, beberapa ketentuan masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi
apabila ditafsirkan secara luas. Oleh karena itu, penerapan KUHP dan UU
ITE harus berlandaskan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan
perlindungan hak konstitusional agar kritik yang sah tetap memperoleh
perlindungan hukum.
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Temuan Penting Penelitian
• Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 mengubah batas penerapan Pasal 27A

UU ITE, sehingga kritik terhadap pejabat, lembaga negara, dan kebijakan
publik tidak dapat lagi dipersamakan dengan pencemaran nama baik
terhadap "orang lain".

• Potensi kriminalisasi tidak hanya berasal dari UU ITE, tetapi juga dari
beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional, sehingga reformasi hukum
belum sepenuhnya menghilangkan risiko pembatasan ekspresi digital.

• Perlindungan kebebasan berekspresi di era digital memerlukan harmonisasi
antara UUD 1945, UU ITE, KUHP Nasional, dan Putusan MK.
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Manfaat Penelitian

• Menambah kajian akademik mengenai kebebasan
berekspresi di era digital.

• Memberikan pemahaman tentang batas antara kebebasan
berekspresi dan pelanggaran hukum.

• Menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menerapkan UU
ITE dan KUHP secara proporsional.

• Mendukung perlindungan hak konstitusional warga negara
dalam ruang digital.
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Kesimpulan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi

terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama apabila ketentuan yang bersifat

multitafsir diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks kritik, pendapat, dan partisipasi publik

yang sah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Keterkaitan antara UU ITE dan KUHP

Nasional menunjukkan adanya perluasan pembatasan terhadap ekspresi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan penting bahwa

penerapan Pasal 27A UU ITE harus dibatasi secara konstitusional, sehingga norma tersebut tidak

digunakan secara sewenang wenang untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, lembaga,

maupun kebijakan publik. Penanganan hukum atas ekspresi di ruang digital seharusnya selalu

berpijak pada prinsip proporsionalitas dan asas legalitas, serta menjadikan putusan Mahkamah

Konstitusi sebagai acuan konstitusional dalam membaca dan menafsirkan pasal-pasal yang berisiko

mempersempit ruang berekspresi warga.
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